BUPATI DEMAK SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Menimbang

Mengingat

ca.

TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-
2021, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 66
Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 beserta perubahannya
dan Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2021;

.bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Rencana Strategis Pemerintah Daerah dirumuskan ke dalam
Rencana Kerja Perangkat Daerah dan ditetapkan Kepala
Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ditetapkan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2021;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Rebuplik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



10.

11.

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079);
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16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-
Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-
Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-
Tegal-Pemalang;
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27.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Demak Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak
2011-2031 (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Demak
Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Nomor 6) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);
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Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);

. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018

tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Demak Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021
(Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 48);
Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Terpadu Melalui Aplikasi Perencanaan Elektronik (e-
Planning) dan Penganggaran Elektronik (e-Budgeting) (Berita
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 59)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak
Nomor 100 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah Terpadu
Melalui Aplikasi Perencanaan Elektronik (e-Planning) dan
Penganggaran Elektronik (e-Budgeting) (Berita Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 100);

Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020
Nomor 49);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2021 yang selanjutnya disingkat Renja PD Tahun 2021
adalah dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun
2016-2021 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

BAB V : Penutup.

Pasal 3

Uraian Renja PD Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 19 Agustus 2020

BUPATI DEMAK,
TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,
TTD
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 72

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003






